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RINGKASAN

Tanah memiliki makna yang sangat strategis di segala aspek serta secara
teoritis sumber tanah memiliki nilai yaitu nilai produksi, nilai lokasi, nilai
lingkungan, nilai sosial, nilai nilai politik serta nilai hukum. Sebelum berlakunya
Undang-undang Pokok Agraria, hukum agraria di Indonesia memiliki sifat
dualisme yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dibidang agraria,
karena ada dua hukum agraria yang berlaku yaitu hukum agraria adat dan hukum
agraria barat.

Pada tanggal 24 September 1960 diundangkannya dan mulai berlaku
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (LN
Tahun 1960 No. 104,TLN No. 2043) yang lebih dikenal dengan UUPA. Sejak
berlakunya Hukum Agraria Nasional, diadakan unifikasi hukum agraria yang
menggambarkan bahwa sejak saat itu hanya ada satu hukum agraria yang berlaku
di Indonesia yaitu Agraria Nasional dan hanya ada satu macam hak atas tanah
yaitu hak atas tanah menurut UUPA. Sehingga hak-hak atas tanah adat dan hak-
hak atas tanah barat harus dikonversi menjadi hak atas tanah sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 16 UUPA.

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah
tersebut, maka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA
menginstruksikan pada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah
didaerahnya menurut peraturan pemerintah, yaitu Perturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun tertarik untuk menyusun
skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Hak Milik Tanah
Negara Bekas Hak Erfpacht Verponding Nomor 414 Di Kelurahan Karangrejo
Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember”

Fakta dilapangan terdapat sebidang tanah negara bekas hak erfpacht seluas
3.548250 m2 yang terletak di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari
Kabupaten Jember tercatat atas nama Lanbouw Maad Oud Djember yang
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langsung dikuasai negara sejak tanggal 5 Februari 1954. Pada tahun 2006
Seniman Pak Samsul mengajukan permohonan pemberian hak milik pada Kantor
Pertanahan Jember dan pada tanggal 8 September 2006 terbitlah sertipikat Hak
Milik dengan luas 1565 m2 yang tercatat dalam surat ukur taggal 28 Juli 2006 No.
00183/Karangrejo/2006, berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember Tanggal 20 juni 2006 No. 26-520.1.35.34-2006 No. urut SK 56.

Berdasarkan fakta tersebut maka yang perlu dibahas adalah bagaimana
terhadap sisa tanah negara bekas hak erfpacht verponding No. 414 yang belum
dimohon, apakah pensertipikatan hak milik atas tanah negara bekas hak erfpacht
verponding No. 414 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan adakah hambatan yang ditemui oleh pemohon dalam pensertipikatan
serta upaya untuk mengatasi hambatan- hambatan tersebut dalam pelaksanaan
pendafiaran hak untuk tanah negara bekas hak erfpacht verponding No. 414.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk
mengetahui sisa daripada tanah negara bekas hak erfpacht yang belum dimohon,
untuk mengetahui pensertipikatan hak milik atas tanah negara bekas hak erfpacht
apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk
mengetahui hambatan yang ditemui oleh pemohon dalam pensertipikatan serta
upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam pelaksanaan
pendaftaran hak untuk tanah negara bekas hak erfpacht verponding No. 414 di
Kabupaten Jember.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber bahan diperoleh
dar berbagai ketentuan peraturan hukum yang berlaku, dan juga diperoleh dari
hasil wawancara dengan Bapak Agus Sri Budianto,S.H. selaku Kasubsi
Pendaftaran Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, tulisan ilmiah, makalah
serta sumber lain. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka,
sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif

Sisa daripada tanah negara bekas hak erfpacht seluas 3.546.685 m2 juga
dimohon oleh warga setempat sedangkan sisa tanah yang belum dimohon secara

otomatis tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.
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Pensertipikatan hak milik atas tanah negara bekas hak erfpacht sudah
sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku yakni didasarkan pada
Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan
Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia atas Tanah, bahwa harus
nmelengkapi data fisik dan data yuridis yang merupakan salah satu syarat dalam
proses pensertipikatan Pemberian hak milik yang dimohonkan oleh Seniman Pak
Samsul. Kemudian didukung dengan Standart Prosedur Operasi Pengaturan dan
Pelayanan (SPOPP) yang berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Hambatan yang ditemui oleh pemohon yaitusebagian masyarakat banyak
mengeluhkan adanya biaya yang tinggi untuk pengurusan serta dalam
pensertipikatan menyita waktu yang lama. Upaya untuk mengatasi hambatan-
hambatan tersebut adalah kantor pertanahan secara aktif memberikan penyuluhan
melalui media massa dan juga media elektronik, kantor pertanahan mendidik
sumberdaya manusia melalui beberapa kursus-kursus yang diadakan oleh BPN,
mengaktifkan sistem komputerisasi terhadap keseluruhan daripada- pelayanan -
Kantor Pertanahan, mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk suatu
pelayanan yang prima serta meningkatkan SDM yang ada di Kantor Pertanahan
biarpun jumlah karyawan tidak sesuai dengan wilayah Kaupaten Jember yang
terdirt dan 31 kecamatan dan 244 desa.

Diharapkan agar Badan Pertanahan Nasional menerbitkan peraturan
tentang Hak Erfpacht berdasarkan UUPA yang spesifik serta diharapkan agar
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dapat lebih melakukan pendekatan kepada

masyarakat yaitu dengan cara penyuluhan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah mempunyai makna yang sangat strategis karena didalamnya
terkandung tidak saja aspek fisik alam tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya
bahkan politik serta pertahanan keamanandan aspek hukum. Secara teoritis
sumber tanah memiliki enam (6) jenis nilai yaitu (1) nilai produksi, (2) nilai
lokasi, (3) nilai lingkungan, (4) nilai sosial, (5) nilai politik serta (6) nilai hukum.
Sumber daya tanah mempunyai nilai sempurna apabila nilai formasi tanah
mencakup keenam jenis nilai tersebut. Ketidaksempurnaan nilai tanah akan
mendorong mekanisme pengalokasian tanah secara tidak adil dan tidak merata.
(Santoso, Urip, 2005:3)

Golongan masyarakat yang mempunyai dan meguasai akses yang tinggi
cenderung untuk memanfaatkan ketidaksempurnaan tersebut untuk kepentingan
semata. Untuk peranan pemerintah didalam mengelola sumber daya tanah sangat
diperlukan, peranan tersebut seharusnya tidak hanya terbatas pada upaya untuk
menyempurnakan mekanisme yang dapat mengalokasikan sumber daya tanah
tetapi juga memerlukan suatu kelembagaan untuk mengemban fungsi diatas, agar
tanah dapat dimanfaatkan secara lebih sejahtera, adil dan merata.

Sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), hukum
agraria di Indonesia bersifat dualisme yaitu disamping berlaku hukum agraria
barat yang mengatur tanah-tanah barat, juga berlaku hukum agraria adat yang
mengatur tanah-tanah adat. Akibat adanya dualisme tersebut menyebabkan
timbulnya berbagai masalah yang serba sulit. Kemudian pada tanggal 24
September 1960 telah diundangkan dan mulai berlaku “Undang-undang No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria” (Lembar Negara
Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043) yang selanjutnya lebih dikenal dengan
UUPA.

Dengan berlakunya UUPA tersebut timbul adanya perbaikan hukum
agrana serta kesatuan hukum (unifikasi) hak-hak atas tanah yang artinya hanya
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2.

ada hak-hak atas tanah yang berlaku sesuai dengan Pasal 16 UUPA. hak-hak atas
tanah tersebut adalah

Hak milik,

Hak guna usaha,

Hak guna bangunan,

Hak pakai,

Hak sewa,

Hak membuka tanah,

Hak memungut hasil hutan,

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

FR M0 00 o

Sejak berlakunya UUPA maka telah dihapuskannya dualisme hukum,
sehingga semua hak-hak atas tanah, baik yang berdasarkan hukum barat, maupun
hukum adat dikonversi menjadi hak-hak baru menurut UUPA. Hukum agraria
baru ini (UUPA) didasarkan atas hukum adat, seperti yang ditegaskan dalam Pasal
5 UUPA yang bunyinya :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum
adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara,
yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta
dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan

dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan
unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama™.

Sehingga setelah berlakunya UUPA hukum adat yang berlaku bukanlah hukum
adat yang murni, tetapi hukum adat yang telah disesuaikan dengan asas-asas
dalam UUPA.

Tujuan diadakannya konversi tanah hak-hak barat serta tanah hak adat
yang dilakukan oleh pemerintah menurut UUPA adalah untuk memberikan
kepastian hukum atas tanah tersebut. Kemudian untuk merealisasikan jaminan
kepastian hukum tersebut, maka semua tanah adat atau barat harus didaftarkan
pada Kantor Pertanahan, seperti yang diinstruksikan oleh Pasal 19 Ayat (1)
UUPA, yaitu :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentaun
vang diatur dengan Peratuan Pemerintah.
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Dari sinilah maka penyusun tertarik untuk membahas hal tersebut dalam
bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Hak Milik
Tanah Bekas Hak Erfpacht Verponding Nomor 414 di Kelurahan Karangrejo

Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember”.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penyusunan skripsi ini agar tidak kabur dan akan mempermudah
dalam pembahasan selanjutnya, maka penyusun membatasi ruang lingkup
permasalahan pada bidang Hukum Agraria yakni mengenai sisa tanah negara
bekas hak Erfpacht Verponding No. 414 yang belum dimohon dan mengenai
pensertifikatan hak milik atas tanah bekas hak Erfpacht Verponding apakah sudah
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang lebih khusus
lagi penyusun mengambil daerah penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi
permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana terhadap sisa daripada tanah bekas hak Erfpacht Verponding No.
414 yang belum di mohon ?

2. Apakah penyertipikatan hak milik atas tanah negara bekas Erfpacht
Verponding No. 414 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ?

3. Adakah hambatan yang ditemui oleh pemohon dalam pensertipikatan tanah

negarg bekas hak Erfpacht Verponding No. 414 dan upaya mengatasi
- ambatan-hambatannya?

1.4 Tujuan Penulisan
Taguan penulisgs vang hendak-digaphi dalam penulisan skripsi ini adalah
sasaran yang bersifat usgsm dan mus s?perti A
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1.4.1 Tujuan Umum
a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
b. Untuk melengkapi bahan referensi sebagai dasar informasi bagi para
teoritis dan para praktisi.
¢. Untuk memberikan sumbangsih bagi pembangunan [lmu Hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

a. Untuk mengetahui terhadap sisa daripada tanah negara bekas hak
Erfpacht Verponding Nomor 414 yang belum dimohon.

b. Untuk mengetahui penyertifikatan hak milik atas tanah negara bekas
hak Erfpacht Verponding Nomor 414 apakah sudah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh pemohon dalam
pensertipikatan tanah negara bekas hak Erfpacht Verponding No. 414

dan upaya mengatasi hambatan-hambatannya.

1.5 Metodologi Penulisan

Suatu penulisan skripsi mutlak memerlukan suatu metode penulisan yang
dipergunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, menguji
kebenaran dan menjalankan prosedur yang benmar serta  dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga akan menghasilkan penulisan

yang mendekati kebenaran optimal. Metode yang dipergunakan sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini yuridis normatif,
yaitu merupakan suatu pendekatan masalah yang menelaah peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan buku-buku yang berisi konsep-konsep teoritis,
kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pustaka atau

data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder maupun tersier
(Waluyo, 1991:14).
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1.5.2 Bahan Hukum

Di dalam penulisan ini, penyusun menggunakan 2 (dua) macam bahan
hukum, antara lain :

a. Bahan Hukum Utama
Bahan hukum utama adalah bahan hukum untuk mendapatkan bahan
hukum primer yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti :

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang ada hubungannya
dengan maten penulisan skripsi.

2. Pendapat sarjana atau ahli hukum dan atau ilmu pengetahuan tertentu,
serta  doktrin-doktrin yang secara langsung atau tidak langsung
berhubungan dengan materi penulisan skripsi.

3. Buku-buku literatur, makalah seminar dan media tulisan lainnya yang

menunjang penulisan skripsi.

b. Bahan Hukum Penunjang
Bahan hukum penunjang adalah bahan hukum untuk mendapatkan bahan
hukum primer yang diperoleh melalui wawancara dengan
I. Bapak Siswo Prajitno, SH, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember.
2. Bapak Agus Sri Budianto, SH, selaku Kasubsi Pengukur dan Pendafiaran
Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi
ini menggunakan 2 (dua) cara, yaitu
a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mecari konsepsi-konsepsi, teori-
teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan
pokok permasalahan (Someitro, 1990:98).

Studi kepustakaan yang dilakukan pada penelitian skripsi ini dengan
mengkaji peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan buku
literature yang berhubungan dengan penulisan skripsi.
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b. Studi Lapangan

Pengumpulan bahan hukum melalui studi lapangan dilakukan dengan
wawancara secara langsung untuk memperoleh data yang valid sebagai penunjang
dari pihak terkait. Studi lapangan di dalam penelitian ini dilakukan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember (Soemitro, Ronny Hanitijo, 1991:5).

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan
analisis bahan hukum dengan memakai metode analisis deskriptif dalam
menganalisa bahan hukum dan permasalahan yang dibahas, yaitu dengan
menggambarkan fakta, masalah dan data yang diperoleh dari diskripsi
penyampaian informasi yang kemudian diterapkan megurut landasan hukum yang
berlaku serta teori-teori yang ada dengan disertai apalisis. Untuk memperoleh
hasil yang baik dalam penulisan skripsi ini digunakan metode berfikir deduktif,
yaitu metode penarikan kesimpulan (Soemitro, Ronny Hanitijo, 1991:7).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 2
FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Di dalam skripsi ini akan dijelaskan masalah fakta yang terkait dengan
judul yaitu : :

Sebidang tanah terletak di Karangrejo, Kecamatan Sumbersari Kabupaten
Jember yang diuraikan di dalam sertipikat hak milik No. 2037, diterbitkan
Tanggal 8 September 2006 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dengan
luas 1565 m’ yang tercatat dalam surat ukur tanggal 28 Juli 2006 No.
00183/Karangrejo/2006. Tanah terscbut berasal dari tanah negara bekas hak
Erfpacht Ver Ponding No. 414 sebagian dari luas 3.548.250 m’ dengan uang
pemasukan kepada negara sebesar Rp. 38.500 dan tanah tersebut atas nama
Seniman Pak Samsul berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanaham
Kabupaten Jember Tanggal 20 Juni' 2006 No. 26-520.1.35.34-2006 No. urut SK. 56.

Tanah bekas hak Erfpacht Verponding No. 414 merupakan tanah
perumahan yang telah dibangun sebuah bangunan rumah permanen berdiri
diatasnya sedangkan batas-batanya sebagai berikut :

Sebelah Utara  : Pak Ayit dan Pak Sudarsono

Sebelah Selatan : Pak Ahmad dan Pak Sucipto

Sebelah Barat  : Pak Sucipto

Sebelah Timur : Pak H. Ali

Didalam surat Kepala Kantor Pertanahan diputuskan, dinyatakan/
ditegaskan bahwa sebagian tanah ﬁegara bekas hak Erfpacht Ver Ponding No. 414
diberikan kepada Seniman Pak Samsul sedangkan tanah negara bekas hak
Erfpacht Ver Pounding No. 414 tercatat atas nama Lanbouw Maat Oud Djember.
Tanah negara bekas hak Erfpach Verponding No. 414 tersebut sebagai tanah yang
langsung dikuasai negara sejak tanggal 5 Februari 1954 oleh karena itu tanah
tersebut disebut tanah negara.
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Setelah seniman Pak Samsul menerima SK pemberian hak milik oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember diberikan kewajiban untuk membayar uang
pemasukan kepada negara sebesar 38.500,- dan membayar biaya permohonan
sertipikat Rp. 25.000 berdasarkan PP 46 tahun 2002 tentang Pendapatan Negara
Bukan dari Sektor Pajak. (Kantor Badan Pertanahan Nasional, 2002)

Oleh karena itu berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember Siniman Pak Samsul telah mendapatkan setifikat hak milik No. 2037
terletak di Desa Karangrejo Kecamatan Sumbersari Jember.

2.2 Dasar Hukum
A. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
Pasal 33 Ayat (3)
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
B. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria
Pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah ini :
1. Pasal 2 Ayat (2)
“Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi
wewenang untuk :
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
¢. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa:(Harsono, Boedi, 2002:6)
2. Pasal 19 Ayat (1)
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang
diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
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C.

3. Pasal 20 Ayat (1)
“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6”.

4. Pasal 20 Ayat (2)
Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah

1. Pasal 1 Ayat (1)
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik, dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian
surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya
dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang

membebaninya.

2. Pasal | angka (3)
Tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara adalah tanah yang
tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

. Peraturan Medtéti Dalam Negeri No. 3 Tahuh 1979 tentang Ketentuan

Mengenai Pertohonan dan Pemberian ﬁak Bari Atas Tanah Asal
Konversi Hak-hak Barat.

Keputusan Presiden No. 32 Talun 1979 teritang Pokok-pokok
kebijaksanaan dalam rangka pembetian hak bAru atas tanah asal
konversi hak-hak barat

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang

Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas
Tanah.
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H. Yurisprudensi Nomor 327 K/SIP/176, Tanggal 1 Desember 1976
Ketentuan mengenai sertipikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik
tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa

sertipikat yang bersangkutan adalah tidak benar.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Hak Milik

Hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang
No. 5 Tahun 1960 adalah '

Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas

tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria
(UUPA).

Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak “mutlak™,
tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat seperti hak eigendom yang
merupakan hak mutlak, sifat demikian terang sangat bertentangan dengan sifat
hukum adat dan fungsi sosial dari hak atas tanah. Melihat sifat hak milik atas
tanah seperti yang dirumuskan dalam Pasal 20 UUPA maka menunjukkan bahwa
hak milik atas tanah memang dibedakan dari hak-hak atas tanah lainnya. (Santoso,
Urip, 2005:90)

Sifat terkuat dan terpenuh pada hak milik atas tanah hanyalah bermaksud
untuk membedakan dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai
dan lain-lain, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang
dapat dipunyai orang, maka hak miliklah yang paling kuat dan terpenuh
(Kartasaputra, 1992:6).

Sifat dan isi hak milik yaitu hak yang paling kuat dan paling penuh berarti
pula bahwa pemegang hak milik atau pemilik tanah itu mempunyai hak untuk
“berbuat bebas™ artinya boleh mengasingkan tanah miliknya kepada pihak lain
dengan jalan menjualnya, menghibahkan, menukarkan dan mewariskan (Mustafa,
1988:39).

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria Pasal 20 Ayat (2) juga dikatakan bahwa hak milik dapat
beralih dan dialihkan pada pihak lain.
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Hak milik atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara sebagaimana yang
disebutkan dalam pasal 22 UUPA, (Santoso, Urip, 2005:95) yaitu
1. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat;
2. Hak milik atas tanah yang terjadi karena penetapan pemerintah;
3. Hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan undang-undang.
Kemudian yang dimaksud dengan “beralih” adalah suatu peralihan hak
dikarenakan seseorang yang mempunyai sesuatu hak meninggal dunia, maka hak
itu dengan sendirinya beralih menjadi milik ahli warisnya. Dengan kata lain
bahwa peralihan hak tersebut terjadi dengan tidak sengaja bukan dengan suatu
perbuatan hukum. Sedangkan pengertian “dialihkan” adalah suatu peralihan hak
yang dilakukan dengan sengaja sehingga hak tersebut terlepas dari pemegang
semula dan menjadi hak pihak lain. Dengan kata lain bahwa peralihan hak itu
terjadi dengan melalui suatu perbuatan hukum tertentu berupa Jual Beli, Tukar
menukar, Hibah, Wasiat (Sochadi, 1981:47).
Darn pasal-pasal mengenai hak milik dalam UUPA dapat diruaikan ciri-
cirinya hak milik sebagai berikut
1. Dapat dijadikan jaminan hutang, dengan dibebani hak tanggungan. Hanya
hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha yang dapat dijadikan
jaminan hutang dengan pembebanan hak tanggungan.
2. Boleh digadaikan
Hak milik dapat digadaikan. Tanah yang di gadaikan itu tidak dijadikan
jaminan hutang meskipun ada hutang, tetapi tanahnya diserahkan pada
kekuasaan pemegang gadai. Si pemegang gadai dapat menyewakan atau
membagihasilkan dari tanah itu. Hak gadai bukan jaminan, akan tetapi hak
atas tanah.
3. Hak milik dapat dialihkan kepada orang lain.
4. Peralihan hak milik boleh dengan jual beli, hibah wasiat, tukar-menukar
dan lain-lain.
5. Hak milik dapat dilepaskan dengan suka rela. Maksud dari dilepaskan itu,
ialah supaya pihaklain yang membutuhkan tanah itu dapat memohon hak

yang sesuai bagianya.
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6. Hak milik dapat diwakafkan. Perwakafan ini diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 1997. Yang menyebabkan hak milik dapat
diwakafkan ialah jangka waktunya yang tidak terbatas. (Santoso, Urip,
2005:162)

Menurut Undang-undang Pokok Agraria Pasal 27, hapusnya hak milik
apabila :

a. Tanahnya jatuh kepada negara
1. Karena pencabutan hak
2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
3. Karena diterlantarkan

4. Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) dan Pasal 26 Ayat (2) UUPA
b. Tanahnya musnah

2.3.2 Pengertian Tanah Negara

Tanah negara dikuasai sepenuhnya oleh negara. Kekuasaan negara atas
bumi, air dan ruang angkasa ini harus dilihat sebagai wewenang yang berada pada
negara untuk mengadakan berbagai peraturan, dan tindakan-tindakan dibidang
agraria.

Pikiran tersebut dapat dilihat dari rumusan Pasal 33 Ayat (3) dari Undang-
undang Dasar 1945 dan kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-
undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan sebagai berikut :

“Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung

didalamnya itu pada tingkat tinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi

kekuasaan seluruh rakyat™.

Tanah negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal
1 Ayat (3) yaitu tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara adalah tanah
yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

Tanah negara adalah tanah yang didalamnya tidak terdapat hak perorangan
atau badan hukum. Tanah ini dapat diberikan kepada badan hukum dengan suatu
hak tertentu (Gautama, 1980:61).

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1960, menurut
Harsono, Boedi (2002:6) dikuasai bukan berarti dimiliki, melainkan hak
menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
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1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

(5 ]

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.

Tanah negara dikuasi sepenuhnya oleh negara, karena negara dipandang
sebagai suatu organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Pikiran tersebut dapat dilihat
dari rumusan Pasal 33 Ayat (3) dari Undang-undang Dasar 1945 dan kemudian
dijabarkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)
menjelaskan sebagai berikut :

“Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung
didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat”

Dengan demikian, maka tanah negara adalah tanah-tanah yang tidak
dilekatkan dengan suatu hak yakni Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak
Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Tanah,
Hak Ulayat serta Tanah Wakaf

Ruang lingkup tanah negara menurut Soemardjono (2001:61)meliputi :

1. Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya;

2. Tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi;
3. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia dan tanpa ahli waris;
4. Tanah-tanah yang diterlantarkan;

3.

Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3 Pengerian Hak Erfpacht
Hak erfpacht diatur dalam pasal 1720 BW, hak erfpacht adalah suatu hak
kebendaan untuk mengenyam, menikmati atas suatu benda yang tidak bergerak

kepunyaan orang lain, dengan kewajiban membasar suatu pacht (canon) untuk tiap
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tahunnya kepada yang mempunyainya baik berupa uang ataupun hasil
pendapatannya.

Hak semacam ini tidak berakhir dengan sendirinya kalau pemegang
(erfpachter) itu meninggal dunia. Dalam hal seperti yang telah diperjanjikannya
itu habis. Kewajiban pembayaran pachtnya pun turun temurun. Pemegang hak
erfpacht dapat berbuat seperti yang dilakukan oleh egondom atas tanah. Namun
dengan batas-batas tertentu, antara lain tidak dapat menurunkan harga tanah,
seperti misalnya mengadakan penggalian batu-batuan, mengambil hak, menebang
pohon-pohon yang hidup bukan karena ditanam sendiri.

Sebaiknya bangunan-bangunan yang telah didirikan dan tanaman-tanaman
yang ada di atas tanah itu akan menjadi milik yang mempunyai tanah, sedangkan
pemegang hak erfpacht tidak berhak menuntut ganti rugi. Pasal 51 ayat (4) [.S
menyatakan bahwa dengan peraturan undang-undang, tanah negara dapat
dikeluarkan dengan hak erfpacht untuk jangka waktu yang tidak lebih dari 75
tahun, yang dimaksud dengan tanah tersebut di atas ialah tanah yang termasuk
dalam domein negara. Jadi hanya tanah liar (woes te gronden) saja yang dapat
diberikan dengan hak erfpacht, yang dimaksud dengan tanah liar adalah tanah
yang tidak dibuka oleh orang Indonesia dan tidak merupakan tegal pengonan
(penggembalaan) atau karena sebab-sebab lain termasuk tanah desa.

Pemegang hak erfpacht ini diberi wewenang untuk memindahkan haknya
kepada orang lain, menghipotikkan, menyewakan tanah itu dalam jangka waktu
berlalunya hak tersebut (Achmadi, Kukuh, 2000:20-21).

2.3.4 Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
negara atau pemerintah secara terus menerus, berupa pengumpulan keterangan
atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah
tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat
dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan,
termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya (Harsono, Boedi
1997:71).
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Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah di Indonesia, maka kepada
pemerintah telah diintruksikan oleh Pasal 19 Ayat (1) UUPA untuk
menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia.
Bunyi Pasal 19 Ayat (1) UUPA tersebut adalah :

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran tanah yang dimaksud Harsono, Boedi (2002:11) rangkaian

kegiatannya meliputi :

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya;

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian
secara kuat.

Kegiatan yang berupa pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah akan
menghasilkan pula peta-peta pendaftaran tanah dan surat ukur. Di dalam peta
pendaftaran tanah dan surat ukur akan diperoleh keterangan tentang letak, luas
dan batas-batas tanah yang bersangkutan, sedangkan kegiatan yang berupa
pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak akan diperoleh keterangan-
keterangan tengan status tanahnya, beban-beban apa yang ada diatasnya dan
subyek dari haknya, kegiatan terakhir adalah pemberian tanda bukti hak atas tanah
yang lazim disebut dengan sertipikat.

Sedangkan pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka 1
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah :

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan,
pembukuan penyajian serta pemeliharaan mengenai data fisik dan data
yuridis selama data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
mengenal bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk
pemberian surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada
haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.
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Obyek pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 meliputi :

1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;

Tanah hak pengelolaan;

Tanah wakaf’,

Hak milik atas satuan rumah susun;

Hak tanggungan;
Tanah negara.

ENF RS

2.3.4.1 Tujuan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997

Tujuan pendaftaran tanah pada dasarnya adalah untuk memberikan
jaminan kepastian hukum, maka dari itu para pemegang hak atas tanah diwajibkan
untuk mendaftarakan tanahnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya,
demikian pula setiap peralihan hak atas tanah juga harus didaftarkan. Hal itu
sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
yang merupakan peraturan pelaksana Pasal 19 Ayat (1) UUPA.

Sedangkan yang dimaksud kepastian hukum atas tanah disini adalah
meliputi :
1. Kepastian mengenai subyeknya

Yang dimaksud dengan kepastian subyek adalah kepastian mengenai siapa
yang punya. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui dengan siapa kita harus
berhubungan agar dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah,
mengenai ada atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain yang diperlukan
untuk mengetahui perlu atau tidaknya dilakukan suatu tindakan atau perbuatan

tertentu untuk menjamin penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan
secara efektif dan aman.

2. Kepastian mengenai obyeknya

Adapun yang dimaksud dengan kepastian obyek disini adalah kepastian
mengenai bidang teknis yaitu kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas tanah
yang bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk menghindari sengketa dikemudian

hari.
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Secara lengkapnya tujuan pendaftaraan tanah telah dirumuskan dalam
Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sebagai berikut

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya
sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun
yang sudah terdaftar;

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

2.3.4.2 Sistem Pendaftaran Tanah

Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah digunakan sistem pendaftaran
tanah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yakni sederhana, murah dan
mudah dipahami serta dilakukan dengan mengingat keadaan negara dan
masyarakat, keperluan lalu lintas sosial dan ekonomi serta penyelenggaraannya.
Sistem pendaftaran tanah yang berlaku itu pada umumnya adalah
1. Sistem Positif

Menurut sistem positif, bahwa segala apa yang tercantum dalam buku
pendaftaran tanah dijamin sebagian keadaan yang sebenamya. Pemerintah
menjamin kebenaran data yang didaftarkan dan untuk itu pemerintah harus
meneliti kebenaran yang diajukan untuk didaftarkan sebelum hal itu dimasukkan
dalam daftar-daftar. Dalam sistem positif ini, asas hukum yang dianut yaitu asas
itikad baik dimana asas tersebut melindungi orang yang dengan itikad baik untuk
memperoleh sesuatu hak dari orang sebagai pemegang hak yang sah.

Cin pendaftaran tanah menurut sistem positif adalah untuk memberikan
jaminan secara sempurna nama orang yang terdaftar dalam buku tanah, sehingga
tidak dapat dibantah lagi sekalipun orang tersebut bukan pemilik yang sebenarnya.

Kebaikan dari sistem positif ini, adalah :

1) Adanya kepastian dari buku tanah

2) Peranan aktif dari pejabat balik nama

3) Proses penerbitan sertipikat tanah yang mudah dimengerti untuk orang

awdam
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Kelemahan dari sistem positif, adalah

1) Peranan aktif cermat dan teliti dari pejabat balik nama akan memakan
waktu lama

2) Pemilik yang sebenarnya berhak atas tanah, akan kehilangan haknya
oleh karena kepastian dari buku tanah itu sendiri

3) Wewenang pengadilan diletakkan dalam wewenang administrasi

2. Sistem Negatif

Dalam sistem negatif, sertipikat yang dikeluarkan merupakan tanda bukti
hak atas tanah yang kuat, artinya semua keterangan-keterangan yang terdapat
dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum yang harus diterima sebagai
keterangan yang benar oleh hakim, selain tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat
pembuktian yang lain.

Namun apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan didalam
sertipikat atau buku tanah ini tidak benar, atas dasar kekuatan keputusan hakim
Pengadilan Negeri yang sudah berkekuatan pasti, sertipikat tersebut dapat
diadakan perubahan-perubahan sepanjang dapat dibuktikan bahwa dialah pemilik
yang sebenarnya.

Sistem negatif ini mempunyai ciri-ciri pokok (Perlindungan, 1985:6)
sebagai berikut

a) Bahwa pendaftaran tanah atau pendaftaran hak atas tanah tidaklah menjamin
bahwa nama-nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat untuk
dibantah jika nama yang terdaftar bukanlah pemilik sebenarnya. Hak dari
nama yang terdaftar ditentukan oleh hak dari pemberi sebenarnya, peroleh hak
tersebut merupakan mata rantai perbuatan hukum dalam pendafiaran hak atas
tanah;

b) Bahwa pejabat balik nama tanah berperan pasif, artinya pejabat yang
bersangkutan tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari surat-surat
yang diserahkan kepadanya.
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1. Adanya perlindungan pada pemegang hak yang sebenarnya;
2. Adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum sertipikat diterbitkan.

Sedangkan yang menjadi kelemahan dari sistem negatif ini adalah sebagai
berikut :

I. Peran pasif pejabat balik nama tanah menyebabkan tumpang tindihnya
sertipikat tanah;

2. Mekanisme kerja dalam proses penerbitan sertipikat tanah sedemikian rupa
sehingga kurang dimengerti oleh orang awam.

Sistem pendaftaran tanag di Indonesia menganut sistem negatif yang
mengandung unsur-unsur positif, yaitu dengan diaturnya secara rindi dan seksama
prosedur pengumpulan data yang diperlukan untuk pendaftaran obyek yang
bersangkutan. Pengumpulan data yuridis dilakukan melalui pembuatan akta. Akta
hanya merupakan sumber data yuridis yang diperlukan untuk pendaftaran haknya.
Data tersebut diolah dan dibukukan dalam buku tanah, sedang yang merupakan
tanda bukti haknya adalah sertipikat.

Pengolahan dan pembukuan data dalam buku tanah serta penerbitan
sertipikatnya dilakukan melalui pemeriksaan dan penelitian mengenai kebenaran
data materiil yang bersangkutan, yang lebih rinci diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat (2), secara tegas dimuat bahwa
pendaftaran tanah di Indonesia memakai sistem negatif, karena dalam sistem
negatif pelaksanaannya membutuhkan banyak waktu, tenaga dan biaya yang
relatif lebih besar. Sedangkan dalam sistem negatif penyelenggaraan pendaftaran
tanah dapat dilaksanakan dalam waktu yang lebih singkat. Namun demikian tidak
berarti bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan sistem negatif
dilaksanakan dengan tidak atau kurang teliti (Perlindungan, 1985:10).

3. Sistem Torrens

Sistem ini dikenal dengan nama “The Real Property Act” atau “Torrens
Acr” yang mulai berlaku di Australia selatan pada tahun 1858 Sesuai dengan
namanya sistem ini diciptakan oleh Sir Robrt Torrens. Sistem ini kemudian
banyak dianut oleh negara-negara lain. Namun sudah disesuaikan dengan hukum

material masing-masing negara tetapi tata dasarnya masih tetap sama.
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Kelebihan sistem Torrens ini jika dibandingkan dengan sistem lainnya
yang ada adalah :

a) Ketidakpastian diganti dengan kepastian;

b) Biaya-biaya peralihan berkurang dan jangka waktunya Jjuga semakin pendek;

¢) Ketidakjelasan dan berbelit-belitnya uraian berubah menjadi singkat dan jelas;

d) Persetujuan-persetujuan disederhanakan sedemikian rupa, sehingga setiap
orang akan dapat mengurus sendiri kepentingannya;

e) Penipuan sangat dihalang;;

f) Banyak hak-hak milik atas tanah yang berkurang nilainya karena ketidak
pastian hukum hak atas tanah, telah dikembalikan kepada nilai yang
sebenamya;

g) Sejumlah proses-proses (prosedur) dikurangi dengan meniadakan beberapa
hal. (Perlindungan, 1985:5)

Menurut sistem Torrens ini sertipikat tanah merupakan alat bukti
pemegang hak atas tanah yang paling lengkap serta tidak dapat diganggu gugat.
Ganti rugi terhadap milik sejati adalah melalui dana asuransi, karena untuk
merubah buku tanah tidak diperkenankan kecuali jika sertipikat hak atas tanah itu

diperoleh dengan jalan pemalsuan atau penipuan.

2.3.4.3 Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 Pasal 14 sampai dengan Pasal 56 adalah sebagai berikut :

A. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali

1. Pengumpulan dan penggolongan data fisik untuk keperluan
pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran
dan pemetaan yang meliputi (Pasal 14) :

a. Pembuatan peta dasar pendaftaran yang menjadi dasar untuk pembuatan
peta pendaftaran tanah serta digunakan juga untuk memetakan bidang-
bidang tanah yang sudah terdaftar. (Dijabarkan pada Pasal 15)

b. Penetapan batas bidang-bidang tanah. (Pasal 17)

¢. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta
pendaftaran. (Pasal 21)

d. Pembuatan daftar tanah. (Pasal 21)
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Pembuatan surat ukur. (Pasal 22)

2. Pembuktian Hak dan Pembukuannya (Pasal 23)

Pembuktian hak baru (Pasal 23)

Hak atas tanah baru dapat dibuktikan dengan :

a.

Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak

yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku.

Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak

milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna

bangunan dan hak pakai atas tanah milik.

Pembuktian Hak Lama (Pasal 24)

Untuk keperluan pendaftaran tanah, hak atas tanah yang berasal
dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai
adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau
pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup
untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang
membebaninya. (Pasal 24 Ayat (1))

Apabila tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian
tersebut, pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan fisik
bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih
secara berturut-turut oleh pemohon pendaftar tanah dengan syarat-syarat
sebagai berikut :

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka
oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat
oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh
masyarakat hukum adat atau desa’kelurahan yang bersangkutan
ataupun pihak lainnya. (Pasal 24 Ayat (2))

Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti tersebut dilakukan
pengumpulan dan penelitian terhadap data yuridis mengenai bidang tanah

yang bersangkutan. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Daftar
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Isian, kemudian beserta peta bidang-bidang tanah yang bersangkutan
sebagai hasil pengukuran diumumkan selama 30 hari untuk pendafiaran
tanah secara sistematik dan 60 hari untuk pendaftaran tanah secara
sporadik. (Pasal 25)

Jika dalam waktu pengumuman tersebut terdapat pihak yang
keberatan, maka dapat diupayakan penyelesaikan secara hukum dan
dibuatkan Berita Acara Pengesahan (Harsono, Boedi, 2002:533) sebagai
dasar untuk :

a. Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah
b. Pengakuan hak atas tanah
¢. Pemberian hak atas tanah (Pasal 28)
Pembukuan dilakukan dalam buku tanah yang memuat data fisik dan

data yuridis bidang tanah yang bersangkutan serta pencatatannya pada surat
ukur. (Pasal 29)

. Penerbitan Sertipikat (Pasal 31-32)

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis.

- Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis (Pasal 33-34)

Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan
menyelengagrakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang
terdini dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar
nama.

- Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen (Pasal 35)

Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian vang telah digunakan
sebagai dasar pendaftyaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor
Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh
Menten, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.

Peta pendaftaran, daftar tanah surat ukur, buku tanah. daftar nama dan
dokumentasi-dokumentasi harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang
bersangkutan atau tempat yang lain yang ditetapkan oleh Menteri.
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B. Pemeliharaan Data Pendafataran Tanah

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan

pada data fisik dan data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah didaftar

pemegang yang besangkutan wajib mendaftarkan perubahan tersebut kepada

Kantor Pertanahan (Pasal 36). Kegiatan pemeliharan dan pendaftaran tanah

tersebut meliputi :

1. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak peralihan hak atas tanah dan hak
milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah,
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum. Peralihan hak lainnya
hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta PPAT yang berwenang
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali penundaan hak
melalui lelang. (Pasal 37)

a. Pemindahan hak melalui lelang (Pasal 41)

Untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang

disampikan kepada Kepala Kantor Pertanahan :

1) Kutipan risalah lelang,

2) Sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak ata tanah yang
dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar; atau
dalam hal setifikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang
eksesuki, surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan
tidak diserahkannya sertipikat tersebut; jika bidang tanah yang
bersangkutan belum terdaftar,

3) Bukti identitas pembeli lelang,

4) Bukti pelunasan pembelian.

b. Peralihan hak karena pewarisan (Pasal 42)

Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak

tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti

sebagai ahli waris.
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Peralihan hak karena penggabungan dan peleburan perseroan atau koperasi
(Pasal 43)

Peralihan hak atas tanah, hak pengeloaan, atau hak milik atas satuan rumah
susun karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi vang
tidak didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung
atau melebur dapat didaftar berdasarkan akta yang membuktikan
terjadinya penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang
bersangkutan setelah penggabungan atau peleburan tersebut disahkan oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pembebasan hak (Pasal 44-45)

Pembebasan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas
satuan rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak
sewa untuk bengunan atas hak milik, dan pembebesan lain pada hak atas
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang ditentukan dengan
peraturan perundang-undangan, dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta
yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

a.
b.

C.
d.

o

i)

Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah. (Pasal 47)

Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah. (Pasal 48-50)
Pembagian hak bersama. (Pasal; 51)

Hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rusun. (Pasal 52)
Peralihan dan hapusnya tanggungan. (Pasal 53-54)

Penetapan pengadilan. (Pasal 55)

Penitera pengadilan wajib memberitahuan kepada Kepala Kantor
Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang
mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah
yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicabut pada buku
tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertipikatnya dan
daftar-daftar lainnya.
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Pencatatan sebagaimana disebut, dapat dilakukan atas permintaan pihak
yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau salinan Penetapan Ketua
Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala
Kantor Pertanahan.
g. Perubahan nama (Pasal 56)

Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang
hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam buku tanah
dan sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang
bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak

tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Harsono, Boedi,
2002:538-548)

2.3.4.4 Prosedur Penerbitan Sertipikat Tanah Bekas Hak Barat (Erfpacht)

Menurut Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962
Pemohon mengajukan permohonan hak kepada Kepala Kantor Pendaftaran
Tanah (KKPT), dengan disertai :

a) Tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi atau verponding
Indonesia atau surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang (Kalau
ada disertakan pula surat ukurnya)

b) Surat keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang
1. Membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu;

2. Menerankan apakah tanahnya perumahan atau tanah pertanian;

3. Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai

turunan surat (surat jual-beli tanahnya)

. Kantor Pendaftaran tanah memeriksa apakah keterangan-keterangan yang

diperlukan sudah lengkap, dan jika belum lengkap mempersilahkan pemohon

untuk melengkapinya.

. Apabila data fisik dan data yuridis telah memenuhi syarat yang ada, maka

Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mendaftarkan hak yang bersangkutan dalam

buku tanah.
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Mengenai hak-hak yang tidak ada lagi tanda buktinya, maka :

1. Pemohon yang berkepentingan diberikan pengakuan hak, atas dasar hasil
pemeriksaan Panitia Pemeriksa Tanah A

2. Pengakuan hak tersebut diberikan sesudah hasil pemeriksaan Panitia A
diumumkan selama 2 bulan berturut-turut di Kantor Kepala Desa, Asisten
Wedana dan Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan dan tidak ada yang
menyatakan keberatan, batk mengenai macam haknya, siapa yang empunya
maupun letak, luas dan batas-batas tanahnya.

3. Kemudian setelah tidak ada yang keberatan, dan keterangan telah lengkap,
maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah berkewajiban untuk mengeluarkan
Surat Keputusan pengakuan hak sesuai dengan permohonan hak dari
pemohon.

4. Sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pendaftaran Tanah, dan haknya itu telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran
Tanah, maka atas permintaan dari pemohon diberikannya sertipikat. (Harsono,
Boedi, 1989:105)

2.3.5 Pengertian Sertipikat

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang terdiri dari salinan
buku tanah dan aslinya surat ukur berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan 1
(Harun Al Rasyid, 1986:66)

Berdasarkan pengertian pada pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud Pasal 19
Ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah
wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang
masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Dengan demikian sertipikat itu terdiri dari salinan Buku Tanah dan surat ukur.

Mengenai pengertian Buku Tanah dijabarkan dalam Pasal 1 angka (19)
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 “buku tanah” merupakan dokumen
dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data statistik suatu obyek
pendaftaran yang sudah ada haknya.
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Bentuk Buku Tanah dan cara mengisinya ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Sedangkan tentang salinan surat ukur termuat dalam Pasal 1 angka (17) Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan surat ukur adalah dokumen
yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

Hal-hal yang dapat dibukukan dalam sertipikat hak milik atas tanah (Saleh
K. Watjik, 1990:31) tersebut adalah :
1. Jenis hak atas tanah
. Pemegang hak

2
3. Keterangan fisik tentang tanah
4. Beban diatas tanah

5. Peristiwa hukum yang terjadi dengan tanah

Fungsi utama sertipikat adalah sebagai alat bukti hak atas tanah atau hak
tanggungan, tetapi sertipikat bukan satu-satunya alat bukti hak. Hak atas tanah
sescorang dapat dibuktikan dengan alat bukti lain, misalnya : saksi-saksi, akat jual
beli, surat keputusan pemberian hak.

Dari uraian diatas jelaslah apabila seseorang memiliki sertipikat akan
terjamin kepastian hukumnya, sehingga apabila terjadi pelanggaran atas tanah
miliknya maka pemilik tanah dapat mengadakan reaksi penuntutan kepada si
pelanggar.
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BAB 3
PEMBAHASAN

3.1 Sisa Tanah Negara Bekas Hak Erfpacht Verponding Nomor 414 yang
Belum Dimohon

Sebelum Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, dalam Hukum

Tanah dikenal dua kelompok hak atas tanah (Effendi, Peranginangin,1981:1),

yaitu:

I. Hak-hak yang tunduk kepada Hukum Barat, yang lazimnya disebut Hak
Barat, yaitu:

a.

]

Hak Eigendom, selanjutnya dalam bahasa Belanda dikenal dengan
istilah Rech Vand Figendom
Hak Opstal

b.
c. Hak Erfpacht
d.
e

Hak Gebruik
Hak Sewa

Hak-hak atas tanah yang tunduk kepada Hak adat, yang lazimnya disebut

Hak Indonesia, yaitu:

o o Op

Hak Ulayat

Hak Yasan

Hak Gogolan

Tanah Usaha Atas Partikelir
Hak Pesini (Bengkok).

Kemudian seiring berjalannya waktu, hak erfpacht setelah berlakunya

UUPA dapat dikonversi menjadi hak milik.
Seperti yang telah kita lihat maka pasal 51 ayat (4) LS muat ketentuan,
bahwa tanah domein diberikan dengan hak erfpacht selama tidak lebih dari 75

tahun.

Yang disebut hak erfpacht, didalam pasal 720 BW ditentukan : hak

kebendaan untuk mendapatkan kenikmatan sepenuhnya dari benda tetap orang
lain dengan syarat membayar pacht setiap tahun sebagai pengakuan terhadap

milik (eigendom) orang lain itu, baik dalam bentuk uang maupun hasil bumi. Hal

yang pokok pada erfpacht ialah pembayaran pacht atau canon.

28
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Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan
leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan
sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-undang atau peraturan umum
yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, tidak
mengganggu hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi akan pencabutan
hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-undang dan
dengan pembayaran ganti rugi

Sedangkan hak milik menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Pokok
Agraria,hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah Perkataan “ter” diterjemahkan dengan “paling”. Istilah
ini tidak boleh diartikan dengan istilah mutlak, seperti yang dirumuskan oleh BW.
(Gautama, 1997:119)

Berdasarkan isi Pasal 570 KUHPdt eigendom atau hak milik adalah hak
kebendaan yang paling luas dan sempurna serta mendapat perlindungan hukum.

Hak eigendom atau hak milik ini merupakan hak atas benda kepunyaan
sendiri dan memberi kekuasaan untuk mengenyam suatu kenikmatan serta untuk
mempergunakan atau menguasai yang meliputi, menjual, memberikan,
menukarkan, menyewakan, menggadaikan, meminjamkan dan sebagainya yang
merupakan perbuatan perorangan. Hak kebendaan itu mengikuti terus orang yang
mempunyal benda tersebut. Pada dasarnya pemilik suatu kebendaan dapat
mempergunakan benda tersebut menurut kehendaknya, tetapi kebebasan itu
bukanlah merupakan kebebasan yang tidak terbatas, sebab dalam pelaksanaannya
hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemberian sertipikat baru atas tanah bekas hak erfpacht, harus
dikonvirmasi terlebih dahulu sesuai dengan permohonan pemberian hak pada
Kantor Pendaftaran tanah yang dilakukan sebelum tanggal 24 September 1980,
yang pada tanggal tersebut merupakan jangka waktu berakhimya hak atas tanah
asal konversi hak barat.

Koversi hak atas tanah ialah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan
berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Prinsipnya bahwa hak yang
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lama diubah menjadi hak yang baru yang ditetapkan dalam pasal 16 UUPA
tentang hak-hak atas tanah. Dengan adanya ketentuan koversi maka Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) bukan saja mengadakan unifikasi hukum agraria,
tetapi juga unifikasi hak-hak atas tanah. (Parangin, 1979:1)

Kewenangan dalam kepemilikan tanah erfpacht terdapat kebebasan.
Bahwa orang dari golongan mana saja diperbolehkan untuk memperoleh hak
erfpacht atau hak-hak lain atas tanah yang tunduk pada hukum barat. Sejak dahulu
kala terdapat hubungan tanah yang bebas mengenai tanah-tanah dibawah hukum
barat ini. (Gautama, 1997:31).

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sri, S.H untuk sisa tanah bekas hak
erfpacht Verponding Nomor 414 vyang terletak di Kelurahan Karangrejo,
Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember seluas + 3.546.685 m” juga dimohon
oleh warga setempat sedangkan sisa tanah yang belum dimohon secara otomatis

tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.

3.2 Pensertipikatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
Berlaku

Saleh (1990:64) memberikan definisi tentang sertipikat, sertipikat adalah
salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama
dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan menteri.

Menurut Chomzah (2002:123) memberikan definisi sertipikat sebagai
surat tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, diberikan
sampul dijilid menjadi satu yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria atau
Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Prosedur pensertipikatan pemberian hak milik tanah negara bekas hak
Erfpacht Verponding 414 yang terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan
Sumbersari, Kabupaten Jember sesuai dengan peraturan Perudang-undangan yang
berlaku yaitu menurut Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan
(SPOPP)/3/12/KPM  KANTOR  Pertanahan  Kabupaten/Kota.  Tahapan

pensertipikatannya, yaitu:
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1. Surat Permohonan

Yang berkepentingan (pemohon) yaitu : Seniman Pak Samsul.

Pada tahun 2006 mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat
yang berwenang (Kantor Pertanahan). Kemudian pemohon mengisi blangko atau
formulir Model A yang telah disediakan oleh Kantor Pertanahan. Pemohon
tersebut harus memuat keterangan antara lain tentang :

a. Pemohon :Seniman Samsul
b. Tanahnya
1) Letak, luas dan batas-batas

Letak : Kelurahan Karangrejo
Kecamatan - Sumbersari
Kabupaten : Jember

Luas - 1565 m’
Batas-batasnya

Sebelah Utara  : Pak Ayit dan Pak Sudarsono
Sebelah Selatan : Pak Ahmad dan Pak Sucipto
Sebelah Barat  : Pak Sucipto
Sebelah Timur : Pak H. Ali
2) Statusnya :
Tanah negara eks. Hak Erfpacht Verp No.414
3) Jenisnya :
Merupakan tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan permanen
4) Penguasaannya
Pemohon (Seniman Pak Samsul) telah menguasai tanah tersebut lebih dari
20 tahun, sampai sekarang ini.
5) Penggunaan :
Pemohon (Seniman Pak Samsul) menggunakan tanah tersebut sebagai
Rumah tempat tinggal.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

32

2. Lampiran yang Disertakan

Surat Keterangan pemilikan yang dibuatkan oleh Kepala Desa, yang isinya

menjelaskan bahwa tanah negara eks. Hak Erfpacht Verp No.414 dikuasai dan
dipergunakan sesuai dengan penggunaannya.

3. Proses Penanganan Oleh Pejabat Agraria

Salah menerima permohonan dari (Seniman Pak Samsul) yang dimaksud,

maka Kepala Pertanahan Kabupaten Jember memerintahkan kepada Kepala Seksi

Pengukuran Hak yang bersangkutan agar -

1. Mencatat dalam pendaftaran hak atas tanah tersebut, karena Seniman Pak

Samsul belum pernah mendaftarkan tanahnya tersebut kepada Kepala Kanor

Pertanahan Jember.

2. Mencatat di dalam daftar Permohonan Pemberian Hak Milik.

3. Memeriksa apakah keterangan-keterangan yang diperlukan sudah lengkap atau

belum

a. Memanggil Pemohon (Seniman Pak Samsul) untuk :

1.

[3S)

(FS ]

Melengkapi keterangan yang diperlukan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember.

Membayar kepada Kepala Sub Bagian Administrasi untuk membayar
biaya pendafiaran tanah sebesar Rp. 25.000 serta membayar biaya yang
diperlukan untuk menyelesaikan permohonanan pemberian Hak Milik
(HM) tersebut, dengan menyebutkan perincian. Lembaran asli surat
rincian biaya yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Administrasi
diberikan kepada pemohon.

Pernyataan penguasaan fisik dari pemohon (Seniman Pak Samsul).
dikuatkan dengan alat bukti, yaitu tanah negara eks. Hak Erfpacht Verp
No.414 serta dua orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa, dengan
letak tanah secara lengkap, diberi materai Rp. 6.000. Pernyataan
penguasaan fisik tersebut memuat penjelasan bahwa Seniman Pak Samsul
telah menguasai tanah tersebut eks. Hak Erfpacht Verp No.414 lebih dari
20 tahun.
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b. Memerintahkan kepada seksi-seksi Pendaftaran Tanah, Tata Guna Tanah agar
menyelesaikan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan atas
permohonan tersebut, antara lain :

1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
2. Gambar Situasi atau Surat Ukur
3. Pertimbangan apakah pemberian tanah untuk peruntukan yang dimohon
itu memenuhi persyaratan tata guna tanah dan jika sudah ada, dengan
kesimpulan bahwa Seniman Pak Samsul berhak untuk mendapatkan
perolehan hak, karena sesuai dengan peruntukan yang ada dan sesuai
dengan tata guna daerah.
4. panitia Ajudikasi (A) mengadakan pemeriksaan dengan langsung terjun ke
lapangan, yang keanggotaannya terdiri dari -
a) Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Bapak Sutarto, S.H.)
b) Seksi Pengaturan Penguasaan Tanag (Bapak Adnan, S.H.)
¢) Seksi Penatagunaan Tanah (Bapak Bambang, S.H.)
d) Seksi Hak Atas Tanah (Bapak Rio, S.H. atau Bapak Slamet, S.H.)
¢) Sub Bagian Tata Usaha (Bapak Carso Ahdiat, S.H.)
Dengan sebagai anggotanya adalah salah satu perangkat desa tersebut, yaitu
Camat atau Kepala Desa. Hasil pemeriksaaan tersebut disusun dengan “Risalah
Pemeriksaan Tanah.”
Kemudian Panitia memberikan kesimpulan bahwa orang tersebut dapat
memiliki hak pakai tersebut.
Setelah menerima permohonan hak itu, maka Kepala Bagian Penguasaan Hak-
hak Atas Tanah mengadakan :
Pencatatan dalam buku tanah.
b. Penelitian apakah keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap

atau belum, jika belum lengkap maka pemohon berkewajiban untuk
melengkapinya.
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4. Surat Keputusan Pemberian Hak

Setelah semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada
keberatan untuk meluluskan permohonan yang besangkutan, maka Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember segera mengeluarkan surat keputusan pemberian
Hak Milik Nomor 2037 yang dimohon itu.

Surat Keputusan tersebut dicatat dalam daftar khusus yang disediakan
untuk dan diberi nomor urut.

Selain syarat-syarat khusus yang disediakan dengan keadaan dan
peruntukan tanahnya, maka di dalam surat keputusan pemberian hak tersebut
harus dimuat pula syarat-syarat umum (Abdulrachman, 1978:72) antara lain :

a. Bahwa harus membayar surat pemasukan kepada negara yang jumlah dan
Jangka waktu pembayarannya dinyatakan dalam surat keputusan tersebut.

b. Negara membebaskan diri dari pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang
terjadi akibat pemberian hak itu.

c¢. Kelalaian terhadap syarat-syarat tersebut pada huruf a dan b di atas yang
dinyatakan secara khusus dalam surat keputusan pemberian hak tersebut dapat
dijadikan alasan untuk membatalkan pemberian hak atas tanah tersebut.

d. Penerima hak memilih domisili pada Kantor Sub Direktorat Agraria
Kabupaten atau Kotamadia yang bersangkutan.

Kemudian Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi
Pengurusan Hak-hak Atas Tanah untuk mengadakan :

a. Pencatatan buku khusus untuk itu.
b. Penelitian apakah keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap,

Jika belum pemohon diwajibkan untuk melengkapinya.

Setelah pemohon (Seniman Pak Samsul) menerima surat keputusan
tentang Pemberian Hak tersebut, maka pemohon atau pemehang hak harus

memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut.

T
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S. Penerbitan Sertipikat

Penerbitan sertipikat tanah negara bekas hak erfpacht verponding No. 414
baru diterbitkan pada bulan September Tahun 2006.

Setelah bidang-bidang tanah yang telah diukur dan ditetapkan serta
dibuatkan surat ukurnya dan didaftarkan dalam buku tanah, maka Kasi
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah membuat salinan buku tanah hak itu.

Selain buku tanah disatukan dengan surat ukur atau gambar situasi tanah
itu, lalu diberi sampul khusus, maka selesailah sertipikat. Sertipikat diterbitkan
untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan
yiridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Sertipikat harus boleh diserahkan
kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan
sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.

Jika proses pembukuan telah selesai dilaksanakan, maka diterbitkan atau
dikeluarkan sertipikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan dan diserahkan
kepada pemohon atau pemegang hak.

Dalam menjalankan tugasnya, yaitu pensertipikatan tanah, masing-masing
seksi di Kantor Pertanahan Jember melaksanakan sesuai dengan Standart Prosedur
Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di Kantor Pertanahan Kabupaten atau
Kotamadia dan Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Timur.
(Effendi, Peranginangin, 1987:12)

3.3 Hambatan yang Ditemui Oleh Pemohon dalam Pensertipikatan Tanah
Negara Bekas Hak Erfpacht Verponding No. 414 dan Upaya Mengatasi
Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Hak atas Tanah Negara Bekas
Hak Erfpacht

3.3.1 Hambatan yang Ditemui Pemohon dalam dalam Pensertipikatan

Tanah Negara Bekas Hak Erfpacht Verponding No. 414

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tugasnya adalah dalam bidang
pertanahan yang meliputi daerah Kabupaten Jember. Dalam pelayanannya
dibidang pertanahan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mengalami

hambatan khususnya masalah pensertipikatan.
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Sebelum membicarakan tentang hambatan yang dihadapi Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember dalam pensertipikatan tanah bekas hak erfpacht,
maka sebatknya mengetahui dahulu hambatan dari pensertipikatan pada
umumnya, yang diambil dari hasil wawancara dengan petugas Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember.

Dari hasil wawancara dengan Kasubsi Pendaftaran Hak Bapak Agus Sri
Budianto, S.H, mengemukakan bahwa :

I Sebagian masyarakat banyak mengeluhkan adanya biaya yang tinggi untuk
pengurusan, schingga masyarakat sudah merasa cukup puas dengan
penguasaan fisik.

2. Dalam pensertipikatan tanah pada umumnya juga menyita waktu yang lama
yaitu kurang lebih 1 tahun, tetapi semua itu tidak lepas dari prosedur yang ada
dalam Standart Prosedur Operasi Pengaturan Pelayanan Pertanahan (SPOPP)
di Kabupaten/Kota Wilayah BPN Propinsi Jatim.

3. Kemudian hambatan yang ada dalam pensertipikatan tanah bekas hak
erfpacht, yang terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari,
menurut Bapak Agus Sri, S.H selaku Kasubsi Pendaftaran Hak adalah

Dari Pemohon

. Waktu yang dibutuhkan dalam proses penerbitan sertipikat tanah bekas hak
erfpacht tersebut lumayan lama.

2. Biaya lain-lain yang pemohon relatif tinggi dalam proses pensertipikatan tanah
bekas RVE tersebut.

Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sri Budianto, S.H. selaku Kasubsi
Pendaftaran Hak di Kantor Pertanahan Jember, maka hambatan yang ditemui oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember :

1. Petugas pelaksana masih kurang memahami SPOPP dan bahwa petugas
masih belum menguasai Keppres No. 35/79 dan juga perangkat desa masih
awam terhadap tanah-tanah bekas hak barat.

2. Banyaknya permohonan pensertipikatan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember, oleh karena itu banyak permohonan yang pensertipikatan yang
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bahwa permohonan sertipikat yang berasal dari hak barat ada kesan bahwa
pensertipikatan hak barat itu sulit, padahal tidak begitu adanya.

Upaya Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Pensertipikatan Tanah
Negara Bekas Hak Erfpacht Verponding No. 414
Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sri Budianto, S.H. selaku Kasubsi

Pendaftaran Hak di Kantor Pertanahan Jember, maka upaya mengatasi hambatan

dalam pelaksanaan pendaftaran hak untuk tanah negara bekas hak erfpacht oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember :

I

Kantor pertanahan secara aktif memberikan penyuluhan melalui media
massa dan juga media elektronik, juga meelalui beberapa kesempatan yang
bisa diberikan pada saat rapat-rapat koordinasi dengan Pemda. Karena
perangkat desa maupun perangkat kelurahan merupakan ujung tombak
dari pelaksanaan keseluruhan dari pesertipikatan. Oleh karena itu Kantor
Pertanahan melalui  beberapa kesempatan/pertemuan  dengan para
perangkat desa/kelurahan selalu memberikan pengertian-pengertian
terhadap arti penting dari pada sertipikat dan juga tata cara permohonan
sertipikat. :

Kantor pertanahan juga berupaya melakukan penyuluhan-penyuluhan
langsung kepada masyarakat di dalam acara Kadar Sadar Hukum
(Darkum).

Kantor pertanahan mendidik sumberdaya manusianya melului beberapa
kursus-kursus yang diadakan oleh BPN Pusat dan juga mengirimkan para
petugas untuk mengikuti pendidikan-pendidikan/pusdiklat-pusdiklat di
luar dari pada BPN.

Mengaktifkan sistem komputerisasi terhadap keseluruhan dari pada
pelayanan-pelayanan Kantor Pertanahanan.

Mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan-perguruan tinggl
untuk tercapainya suatu pelayanan yang prima.
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6. Meningkatkan SDM yang ada di Kantor Pertanahan di Kabupaten Jember
biarpun jumlah karyawan tidak sesuai dengan jumlah wilayah Kabupaten
Jember yang terdin dari 31 kecamatan dan 244 desa.
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UNIVERSITAS 3
KESIMPULAN DAN ' JEMiER

T S

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

k,

!..pJ

Sisa tanah yang berasal dari tanah bekas tanah negara eks. Hak Erfpacht
Verp No.414 di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari Kabupaten
Jember yang luasnya + 354,700m’ Jadi dimohon oleh warga setempat
sedangkan sisa tanah yang belum dimohon secara otomatis dikuasai oleh
negara.

Prosedur penerbitan sertipikat tanah bekas erfpacht verponding No. 414
yang terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten
Jember secara garis besarnya telah sesuai dengan prosedur yang ada pada
Peraturan Menteri Pertanian ‘dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang
Penegasan konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas
Tanah. Peraturan ini memuat tentang prosedur penerbitan sertipikat tanah
bekas hak barat

Hambatan yang ditemui oleh pemohon dalam persetipikatan tanah negara
bekas hak erfpacht verp. No. 414 yaitu waktu yang dibutuhkan dalam
proses pensertipikatan lumayan lama dan biaya yang dikeluarkan oleh
Seniman Pak Samsul selaku pemohon relatif tinggi. Upaya mengatasi
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran untuk tanah negara
bekas hak erfpacht yaitu Kantor Pertanahan secara aktif memberikan
penyluhan melalui media massa dan juga media elektronik melalui
beberapa kesempatan yang bisa diberikan pada saat-saat rapat koordinasi
dengan Pemeritah Daerah, mendidik sumberdaya manusianya melalui
beberapa kursus-kursus yang diadakan oleh BPN Pusat dengan cara seperti
mengirimkan petugas untuk mengikuti pendidikan-pendidikan/pusdikiat-
pusdiklat di luar dari pada BPN.

39
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4.2 Saran
Saran-saran yang dapat diberikan sehubungan penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut :

. Untuk lebih mudah dan praktis, maka warga Kelurahan Karangrejo
Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember mengajukan permohonan
pemberian hak milik secara berkelompok, yaitu dengan membentuk
panitia kecil, menunjuk perwakilan ke BPN supaya pengurusan dari pada
warga dengan BPN ada yang menjembatani, dengan cara berkelompok
sistem pengukuran, sistem pemberkasan akan lebih mudah dan praktis.

2. Diharapkan agar Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan
pendekatan yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat ataupun
memberikan penyuluhan melalui media cetak maupun media elektronik
tentang pentingnya sertifikat bagi pemilik tanah serta dapat lebih
menyederhanakan prosedur pensertipikatan tanah yang sistem kerjanya
terlalu berbelit-belit.
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i

............................. No.414 seluas. 1565 M2 (Memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) PR.2401997) ...
DAar: M 30201 Sl I o e T {2 RCTNRRITOO O b o
Daftar Isian 307 tgl. 28,Juli2006 . .. . T B No. ...16732/2006

Lihat surat ukur Penggabungan Nomor : ... L2000 TNOMOTIRK, 3 voereeriois s st o
Pengganti 3
Dikeluarkan sural.ukur ) Nomor stedull
Tanggal Nomor bt hak TN
Sisanya diuraikan dalam surat ukur NOMOT & ..oovveveriecveeeresienenes (200 NOomOrBak s s
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Dattor Itisnr 302 4g) ator i s i s No.

Daftar Isian 3071gl. 2802008 o o No. .....16732/2006

UNTUK SERTIPIKAT JEMBER Tal. .28 Jul 200..2006

Lt rcn s ditriarmFamal
rvei, Pengukuran dan Pemetaan

Lihat surat ukur Pcnggabunun ROMOE - .....o% F200., Nomor ak 7 o i
Pengganti
Dikeluarkan surat ukur Mo B S
as Sisa luas
Tanggal Nomor Luas hak &
Sisunya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ... 12005, Momor Ral.o o m .
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Lampiran V Lampiran V

Badan et anala:

Kantou Foorapaboan Goben soes e
e Tanggal Tetal.o - - - 16,2006
Tanggal Ambil :
e r Halaman : 1

TANDA TERIMA
No. Bukbi Fepwe:igiian ce sy SERY, NG, Betkas Poermahonan oz BTy 0 2
Tangaal A T e T R R TR 1
Penerimwa Dokvnen ATlES DO. GHIMAL RAR SAMG N,

Alamat

Atas Nawa

Tenis Dokumes

=
<

Ve Tangan Pelugas _Tanda Yangan Penerima [

SULASTRI

AETRI AYIB CO. SENIMAN PAK SAVSUL

N 050173471
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-Lampiran VI Lampiran VI
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Lampiran VH Lampiran VII

MSEATIAN PEIRCCANANHAN NASIONAL
RANTOR PEIRTTANAHAN KADRUPATEN JEM
B0 di UGG M) 33 TEMBICR TRLP. 484044

SUAA T sl dig

BT TARAR AN ey (4 5% U R ¥ AT PR AN AR
BABLPA LN R N IR 1S

Felsili Loraea

Uiz gL Sl 3800

D an bur uCliga prituh delapy pish ).

P peibayaran St R RS R ST 1 Ll
: A L ol

Sl h i St S g =

R LI T Wk I T P

Pl B g EANTOR PEREAN A o

KADBLUPATEN JEM B LR
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SV | MLIS AT D |
R S ETUPR] ] NIP. 730 061 257
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~~ “Lampiran VI Lampiran VIII

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
e T e e B I P VT B T T T e P O e T T P B T o T e ST I I el STt e 6 1

Nomor 26 — 520.1.35.34-2006 KUTIPAN: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER- .

Lampiran : | (satu) Daftar

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

MEMBACA : dst;
MENIMBANG : dst;
MENGINGAT : dst;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Menyatakan/menegaskan tanah negara bekas hak erfpacht verp.
No. 414 seluas 28.971 M2 sebagian dari luas seluruhnya
3.548.250 M2 tercatat atas nama Lanbouw Maat Oud Djember,
terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari,
Kabupaten Jember sebagai tanah yang langsung dikuasal oleh
Negara sejak tanggal 05-02-1954.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala ¥gs Pengukuran dan
Pendaftaran Tanah Kantor Per at‘.en Jember untuk
menghapus dari Daftar U {2 W verp. No. 414
(sebagian), sebagaimanag diktum PERTAMA,
kemudian mencatat ; tanah yang langsung
dikuasai oleh N % Gtk B

KETIGA 1 Merberikan kepaSpigodeh NeRRM k 63 (enam puluh tiga)
orang, = ( ¢ egara Indonesia yang nama serta
alamatn Eepar®y $ Brsebut dalam kolom 2 lampiran

¥ TK masing-masing atas sebidang tanah
1 dan peta bidang ta‘tahnya sebagaimana
am kolom 3, 5 dan 6 lampiran keputusan ini yang
33 akan untuk rumah tempat tinggal, dengan
¥ dan persyaratan sebagai berikut : ‘

1. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul
karena pemberian hak ini, maupun dari segala tindakan
penguasaan tanah vyang bersangkutan menjadi tanggung
jawab sepenuhnya dari penerima hak.

2. Terhadap tanda-tanda batas bidang tanah yanyg diberikan
hak tersebut, penerima hak wajib memeliharanya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

3. Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai
dengan peruntukannya dan sifat serta tujuvan dari hak
yang diberikan.

4, Berdasarkan Pasal 16, pada angka 1 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002, kepada penerima hak
ditetapkan uvang pemasukan yang besarnya masing-masing
sebagaimana kolom 9 lampiran keputusan ini.

5. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2 findang
- Undang Nomor 20 tahun 2000 jo  Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia tanggal 24-12-2002, nomor
KEP.239/WPJ.12/BD.05/2002, maka kepada pemohon rnomor
REuE. Sils i 7 oos/aan@l, 28, JA5an, 130, 35, 3% 4
s/d 43, 45 s/d 58, 61, 62 dan 63 tidak terutang
membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,

«Seclang...
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

EETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

Kepada
No. urut
Yth. Sdr.
Alamat

adls

sedang untuk pemchon nomor urut 3, 5, 6, 22, 24, 26,
27, 29; 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 59 dan 60,
terutang membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) .

6. Mendaftarkan hak atas tanahnya kepada Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember.

Untuk memproleh tanda bukti hak berupa sertipikat, harus

terlebih dahulu membayar uang pemasukan kepada Negara dan

merdattarkan hak atas tanahnys kepada Kantor Pertanahar

Kabupaten Jember sebagaimana dipersyaratkan pada Diktum

KETIGA butir 4 dan 6 tersebut diatas, selambat-lambatnya 6

(enam) bulan sejak tanggal keputusan ini.

Hak Milik ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal
didaftar pada Buku ‘Tanah Kantor P@@anahan Kabupaten
Jember. 5

Keputusan Pemberian Hak ini batal<serfian dirinya apabila
penerima hak tidak memenuhi - rSReut pada Diktum
KETIGA dan KEEMPAT. y

Mengenai segala sesuafuEa el ®5an dengan pemberian
hak milik ini, pener At memilih domisili pada
Kantor Pertanahanf&s
Apabila  dikeaSei

terdapat kekeliruan/
nfiya, keputusan ini akan di tinjau
inya.

Tru sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKANDI : JEMBER '
PADA TANGGAL : 20-06-2006

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER

ttd

Ir. TJAHJO ARIANTO, SH M. Hum
NIP. 010 164 211

59
SENIMAN PAK SAMSUL
Lingk. Pelindu, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Jember

Untuk Kutipan yang sah sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Tata
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Lampiran IX

Lampiran IX
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- Lampiran X Lampiran X

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

B P KANTORIPERTANAHANVKABUPATEN ' JEMBER
BRNALL NN IR MERISA ol T0s sk B Il

Tcrlcink'di ;
:Jawa Timuyr

Propinsi.
 Kabupulen s Jember
Kecunutan s Sumbersari
Kelurahan s Karangrejo
; : ' : SKET HASIL URKUR
? : _'g'-!_'z‘gN:‘sll NIGARA  VERPONDING NOMOR

KETERANGAN
s - LOKQSI 30"\8 dimarsud
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